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ABSTRAK 

Judul  : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap  
    Lembaga Pemerintahan” 

 
Lembaga pemerintahan berperan sebagai penjaga stabilitas negara sekaligus wadah bagi 
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sebagaimana dijamin UUD 1945 dalam konteks 
kebebasan berekspresi. Namun, batas antara kritik yang sah dan penghinaan sering kabur, 
mengingat penghinaan dapat merusak kredibilitas lembaga dan mengurangi kepercayaan 
masyarakat. Untuk melindungi lembaga pemerintahan, tindak pidana penghinaan diatur 
dalam Pasal 207 KUHP yang diperbarui dalam Pasal 240 KUHPN melalui pendekatan 
hukum modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 
normatif untuk menganalisis perbedaan pengaturan, khususnya terkait objek perlindungan, 
unsur pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang diberikan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa KUHPN memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap lembaga 
negara seperti Presiden, Wakil Presiden, dan DPR, serta mengadopsi sistem denda kategori 
yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi, termasuk alternatif sanksi seperti kerja sosial. 
Selain itu, KUHPN menekankan pembedaan antara kritik sah dan penghinaan, yang krusial 
dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan 
lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan dalam KUHPN 
memperkuat hukum pidana yang adaptif terhadap kebutuhan modern, tetapi 
pelaksanaannya membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. 
Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum diperlukan untuk 
memastikan pemahaman yang jelas tentang batasan antara kritik dan penghinaan, sehingga 
hukum dapat diterapkan secara adil tanpa mengorbankan nilai demokrasi. 

Kata Kunci: Lembaga Pemerintahan, Tindak Pidana Penghinaan, 
Pertanggungjawaban Pidana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga negara merupakan organ yang memiliki peran krusial 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sebagai salah satu entitas utama dalam sistem negara, lembaga-lembaga 

tersebut mewakili kepentingan negara di berbagai sektor, mulai dari 

legislatif, eksekutif, hingga yudikatif.1 Oleh karena itu, integritas dan 

kewibawaan lembaga negara harus dijaga demi menjamin stabilitas negara 

dan memastikan terlaksananya pemerintahan yang efektif. Dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, tindakan 

penghinaan terhadap lembaga negara semakin sering terjadi, khususnya di 

ruang publik dan media sosial. Fenomena ini telah menimbulkan 

kekhawatiran tentang bagaimana melindungi kehormatan lembaga negara 

tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi masyarakat. 

Secara normatif, tindakan penghinaan terhadap lembaga negara 

diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Salah satu ketentuan utama yang relevan adalah Pasal 207 KUHP, yang 

menyatakan:  

"Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan 
menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, 

 
1 Muhtadi, “Lembaga Negara: makna, kedudukan dan relasi”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 

(Volume 7 Nomor 3), 2013, hlm. 266.  
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diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.2  
 
Pasal ini memberikan dasar hukum bagi tindakan penghinaan yang 

dilakukan terhadap lembaga negara atau pejabat publik, baik melalui media 

lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi lembaga-lembaga ini dari serangan atau penghinaan yang dapat 

merusak reputasi mereka di mata publik dan melemahkan otoritas mereka 

dalam menjalankan fungsi pemerintahan.3 

Pembaharuan hukum pidana timbul karena hukum pidana yang ada 

sekarang dianggap belum baik dan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan 

kebutuhan masyarakat sekarang. Timbulnya keadaan yang demikian itu 

tidak lain karena adanya perkembangan masyarakat, baik nasional, regional 

maupun global dan perkembangan hukum pidana itu sendiri (dalam arti luas 

yang menyangkut perkembangan teori-teori, ide-ide dan asas-asas serta 

perkembangan hukum pidana negara lain). Sehubungan dengan 

perkembangan masyarakat internasional.4 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) juga 

mengatur tindakan penghinaan terhadap lembaga negara, peraturan ini 

memperluas perlindungan hukum tidak hanya untuk pejabat publik secara 

individu tetapi juga untuk lembaga negara sebagai entitas. Dalam konteks 

 
2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 207. 
3 Fridina Tiara Khanza dan Madaniyah Anugrah Murti, “Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan 

Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP”. Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum. 
(Voume 3 Nomor 1), 2022, hlm. 34. 

4 Maroni, 2016,  Pengantar Politik Hukum Pidana, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 
hlm. 14.  
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hukum, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan 

penghinaan terhadap lembaga negara dapat ditindak tegas dan memberikan 

efek jera bagi pelaku disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) yang menyatakan:  

"Setiap Orang yang di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina 
pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 
kategori II".5  
 
Meski kedua pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas, 

penerapannya dalam konteks kebebasan berekspresi sering kali memicu 

perdebatan yang cukup kompleks. Kebebasan berekspresi dijamin dalam 

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa 

hak ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara demokrasi, 

di mana masyarakat memiliki hak untuk mengkritik, memberikan saran, 

atau menyampaikan pendapat terkait kebijakan pemerintah dan institusi 

negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, batasan antara kritik yang 

konstruktif dan penghinaan sering kali kabur. Sering kali, pelaku tindak 

pidana penghinaan berdalih bahwa tindakan mereka adalah bentuk dari 

kritik yang sah terhadap pemerintah atau lembaga negara.6  

Dalam konteks demokraisi, kritik terhaidaip pemerintaih merupaikain 

baigiain penting dairi sistem pengaiwaisain maisyairaikait terhaidaip kebijaikain 

publik. Naimun, jikai kritik tersebut disaimpaiikain dengain cairai yaing tidaik etis 

 
5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) Pasal 240 ayat (1). 
6 Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berskespresi”. 

Jurnal Yustitia, (Volume 15 Nomor 1), 2021, hlm. 31-32. 
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aitaiu mengaindung unsur penghinaiain, maikai tindaikain tersebut daipait dikenaii 

sainksi pidainai, sebaigaiimainai yaing diaitur dailaim KUHP dain KUHPN.7 

Dailaim perkembaingain hukum pidainai naisionail, tindaikain penghinaiain 

terhaidaip lembaigai negairai menjaidi semaikin relevain, terutaimai dengain 

mairaiknyai penggunaiain mediai sosiail dain plaitform digitail. Mediai sosiail 

seperti Faicebook, Twitter, dain Instaigraim sering kaili menjaidi sairainai baigi 

individu untuk menyaimpaiikain pendaipait, kritik, aitaiu baihkain penghinaiain 

terhaidaip lembaigai negairai. Hail ini diperpairaih dengain munculnyai fenomenai 

ainonimitais di duniai maiyai, di mainai seseoraing daipait menyembunyikain 

identitais merekai saiait melaikukain tindaikain penghinaiain. Ainonimitais ini 

membuait penegaikain hukum menjaidi lebih sulit kairenai sulitnyai melaicaik dain 

mengidentifikaisi pelaiku.8 

Selaiin itu, penghinaiain yaing dilaikukain di mediai sosiail memiliki efek 

yaing jaiuh lebih besair dibaindingkain dengain penghinaiain yaing dilaikukain di 

ruaing publik fisik. Penyebairain informaisi di mediai sosiail daipait terjaidi 

dengain saingait cepait, melibaitkain jutaiain penggunai dailaim hitungain detik, dain 

daipait mempengairuhi opini publik secairai luais. Penghinaiain terhaidaip 

lembaigai negairai yaing dilaikukain secairai online tidaik hainyai merugikain 

lembaigai tersebut secairai lokail, tetaipi jugai daipait merusaik citrai Indonesiai di 

maitai internaisionail. Oleh kairenai itu, penting baigi pemerintaih dain penegaik 

 
7 Augustinus Cheasa Jossy Pratama, Roziana Febrianita, Augustin Mustika Chairil, “Kritik Sosial 

Pada Pemerintah”, Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, (Volume 7 Nomor 2), 2023, hlm. 186. 
8 Ningsih, Dwi Wachidiyah, dan Abdul Karim, “Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (Penghinaan yang Diunggah di Media Online)”. Jurnal Pro Hukum, (Volume 3 Nomor 2), 2020, 
hlm. 249. 
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hukum untuk merumuskain strategi yang efektif dalam menangani tindak 

pidana penghinaan di era digital ini.9 

Tantangan lain dalam implementasi hukum pidana terkait 

penghinaan terhadap lembaga negara adalah bagaimana memastikan bahwa 

sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam 

beberapa kasus, penerapan pasal-pasal terkait penghinaan terhadap lembaga 

negara dinilai kontroversial, terutama ketika dianggap terlalu represif 

terhadap kebebasan berekspresi. Ini memicu kritik dari kalangan 

masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia yang berpendapat bahwa 

penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks kritik yang 

disampaikan. Jika tidak, maka penerapan pasal-pasal penghinaan dapat 

dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat.10 

Sebaliknya, dari sudut pandang hukum pidana nasional, tindakan 

penghinaan terhadap lembaga negara yang dibiarkan tanpa tindakan tegas 

juga dapat berdampak buruk terhadap stabilitas negara.  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik 

untuk membahas lebih jauh mengenai isu ini dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 

Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan”. 

 

 

 
9 Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah yang Sah 

Dalam RKUHP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 19. 
10 Ibid hlm. 34. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, 

Adaipun rumusain maisailaih yaing aikain dibaihais dailaim skripsi ini, iailaih: 

1. Baigaiimainai pertainggungjaiwaibain pidainai pelaiku tindaik pidainai 

penghinaiain terhaidaip Lembaigai Pemerintaihain menurut KUHP dan 

KUHPN? 

2. Baigaiimainai perbaindingain pemidainaiain penghinaiain terhaidaip Lembaigai 

pemerintaihain sebelum dan setelaih aidainyai Undaing-Undaing No. 1 Taihun 

2023? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdaisairkain aipai yaing telaih menjaidi rumusain maisailaih diaitais, maikai 

Aidaipun tujuain dairi penulisain skripsi ini aidailaih: 

1. Untuk mengetaihui dain mengainailisis mengenaii pertainggungjaiwaibain 

pidainai pelaiku tindaik pidainai penghinaiain terhaidaip Lembaigai 

Pemerintaihain menurut KUHP dan KUHPN. 

2. Untuk mengetaihui dain mengainailisis mengenaii perbaindingain 

pemidainaiain penghinaiain terhaidaip Lembaigai pemerintaihain sebelum dan 

setelaih aidainyai Undaing-Undaing No. 1 Taihun 2023. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdaisairkain uraiiain dairi tujuain penelitiain diaitais, Aidaipun beberaipai 

mainfaiait yaing daipait diperoleh dairi penulisain skripsi ini, aidailaih: 
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1. Mainfaiait Secairai Teoritis 

Penelitiain ini dihairaipkain daipait memperkaiyai khaizainaih ilmu 

pengetaihuain di bidaing hukum pidainai, khususnyai terkaiit dengain 

pertainggungjaiwaibain pidainai aitais tindaik pidainai penghinaiain terhaidaip 

lembaigai pemerintaihain. Secairai teoritis, penelitiain ini jugai daipait 

memberikain kontribusi terhaidaip pemaihaimain yaing lebih mendailaim 

mengenaii pengaiturain hukum yaing aidai dailaim KUHP dain KUHPN sertai 

perkembaingain implikaisinyai terhaidaip hukum pidainai naisionail di erai 

digitail. Penelitiain ini jugai dihairaipkain maimpu membukai diskursus bairu 

tentaing baigaiimainai hukum pidainai daipait menjaigai keseimbaingain aintairai 

perlindungain kewibaiwaiain lembaigai negairai dengain kebebaisain 

berekspresi yaing dijaimin oleh konstitusi. 

2. Mainfaiait Secairai Praiktis 

Aidaipun yaing menjaidi mainfaiait secairai praiktis yaiitu dengain aidainyai 

penulisain penelitiain tentaing Pertainggungjaiwaibain Pidainai Pelaiku Tindaik 

Pidainai Penghinaiain Terhaidaip Lembaigai Pemerintaihain ini, yaiitu: 

a. Baigi Penulis 

Penelitiain ini memberikain mainfaiait baigi penulis dailaim 

mengembaingkain kemaimpuain ainailisis hukum, khususnyai terkaiit 

isu-isu kontemporer mengenaii penghinaiain terhaidaip lembaigai 

pemerintaihain. Penulis daipait memperdailaim pemaihaimain mengenaii 

sistem hukum pidainai Indonesiai, Secairai umum, terutaimai baigi 

penulis yaiitu daipait memenuhi persyairaitain dailaim meraiih gelair 
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Sairjainai Hukum sertai baigaiimainai peneraipainnyai dailaim konteks 

modern yaing penuh taintaingain, termaisuk menghaidaipi dinaimikai 

penghinaiain di erai digitail. Selaiin itu, penelitiain ini jugai merupaikain 

wujud kontribusi penulis dailaim pengembaingain ilmu pengetaihuain di 

bidaing hukum pidainai. 

b. Baigi Penegaik Hukum 

Haisil penelitiain ini daipait menjaidi referensi baigi aipairait penegaik 

hukum, baiik polisi, jaiksai, maiupun haikim, dailaim menegaikkain 

hukum secairai aidil dain proporsionail terhaidaip pelaiku tindaik pidainai 

penghinaiain terhaidaip lembaigai pemerintaihain. Selaiin itu, penelitiain 

ini daipait membaintu penegaik hukum dailaim memaihaimi dinaimikai 

penghinaiain di erai digitail dain implikaisinyai terhaidaip proses 

penegaikain hukum. 

c. Baigi Pembuait Kebijaikain 

Penelitiain ini daipait menjaidi aicuain baigi pembuait kebijaikain dailaim 

merumuskain aitaiu merevisi aiturain hukum yaing lebih relevain dain 

responsif terhaidaip perkembaingain zaimain, khususnyai dailaim 

menghaidaipi penghinaiain terhaidaip lembaigai pemerintaihain yaing 

dilaikukain melailui mediai digitail. 

d. Baigi Aikaidemisi dain Maihaisiswai 

Penelitiain ini daipait dijaidikain rujukain aikaidemis baigi maihaisiswai 

hukum dain aikaidemisi yaing sedaing mempelaijairi aitaiu meneliti topik-
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topik terkaiit dengain hukum pidainai, kebebaisain berekspresi, dain 

perlindungain lembaigai negairai. 

e. Baigi Maisyairaikait  

Penelitiain ini dihairaipkain daipait memberikain edukaisi baigi 

maisyairaikait umum tentaing baitaisain-baitaisain aintairai kritik yaing saih 

terhaidaip pemerintaih dain tindaikain yaing daipait dikaitegorikain sebaigaii 

penghinaiain, sehinggai maisyairaikait daipait lebih bijaiksainai dailaim 

menyaimpaiikain pendaipait, terutaimai di rainaih publik dain mediai sosiail. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruaing lingkup penelitiain ini aikain berfokus paidai ketentuain hukum 

pidainai yaing mengaitur penghinaiain terhaidaip lembaigai pemerintaihain, 

sebaigaiimainai diaitur dailaim Kitaib Undaing-Undaing Hukum Pidainai (KUHP) 

dain Kitaib Undaing-Undaing Hukum Pidainai Naisionail (KUHPN). Penelitiain 

ini aikain mengkaiji secairai mendailaim Paisail 207 dain Paisail 240 aiyait (1) 

KUHP, yaing merupaikain daisair hukum dailaim penaingainain tindaik pidainai 

penghinaiain terhaidaip lembaigai pemerintaihain. Paisail-paisail ini mengaitur 

aincaimain pidainai baigi siaipai saijai yaing dengain sengaijai menghinai lembaigai 

negairai di mukai umum, baiik secairai lisain maiupun tulisain. Selaiin itu, 

melaikukain perbaindingain aintairai sebelum dain setelaih aidainyai KUHPN aitaiu 

Undaing-Undaing No. 1 Taihun 2023 tentaing Kitaib Undaing-Undaing Hukum 

Pidainai. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Pemidanaan 

Paidai umumnyai, teori pemidainaiain terbaigi aitais 3 (tigai) baigiain, yaiitu 

teori aibsolut, teori relaitif, dain teori gaibungain. Teori Aibsolut aitaiu Teori 

Pembailaisain (vergeldings theorien), Menurut teori ini pidainai dijaituhkain 

semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak 

pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut 

didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, 

seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, 

bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, 

dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (revegen), 

sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa Teori absolut memandang 

bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah 

dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada 

terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi 

dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada 

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan 

sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.11  

Pada teori ini, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan 

etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan 

hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk 

 
11 Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11 
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membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut 

Vos, Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan 

pembalsan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap 

kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan 

terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.12  

Selanjutnya Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori ini berpokok pada 

dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) 

dalam masyarakat. Menurut Muladi Pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang 

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan 

masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah 

agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk 

pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan 

pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang 

ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke 

masyarakat.13 Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama 

pemidanaan yaitu preventif, detterence dan reformatif. Tujuan 

(preventif) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku 

kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk 

menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual 

pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai 

 
12 Andi hamzah, 1991, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27. 
13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

hlm. 31.  
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langkah panjang. Sedangkan tujan perubahan (reformation) untuk 

mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan 

pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan 

hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada di masyarakat.  

Teirakhir Teiori Gabungan (veireiningings theioriein), Teiori gabungan 

atau teiori modeirn meimandang bahwa tujuan peimidanaan beirsifat plural, 

kareina meinggabungkan antara prinsip-prinsip reilatif (tujuan) dan 

absolut (peimbalasan) seibagai suatu keisatuan. Teiori ini beircorak ganda, 

dimana peimidanaan meingandung karakteir peimbalsan seijauh 

peimidanaan dilihat seibagai suatu kritik moral dalam meinjawab tindakan 

yang salah. Seidangkan karakteir tujuannya teirleitak pada idei bahwa 

tujuan kritik moral teirseibut ialah suatu reiformasi atau peirubahan 

peirilaku teirpidana di keimudian hari. Teiori ini dipeirkeinalkan oleih Prins, 

Van Hammeil dan Van List deingan pandangan bahwa tujuan teirpeinting 

pidana adalah meimbeirantas keijahatan seibagai suatu geijala masyarakat, 

seirta Ilmu hukum pidana dan peirundang-undangan pidana harus 

meimpeirhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis, seilain itu pidana 

ialah suatu dari yang paling eifeiktif yang dapat digunakan peimeirintah 

untuk meimbeirantas keijahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, 

oleih kareina itu pidana tidak boleih digunakan teirseindiri teitapi harus 

digunakan dalam beintuk kombinasi deingan upaya sosialnya.14 

 
14 Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses 

Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47. 
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Dari peinjeilasan diatas meingeinai teiori peimidanaan, maka dapat 

disimpulkan bahwa teiori gabungan adalah yang paling cocok teirhadap 

tindak pidana peinghinaan teirhadap Leimbaga peimeirintahan, seibab 

tindak pidana peinghinaan teirhadap Leimbaga peimeirintahan adalah 

tindakan yang tidak hanya meimeirlukan balasan pidana (teiori absolut), 

teitapi juga meimbutuhkan peindeikatan peinceigahan agar tindakan seirupa 

tidak teirulang di masa meindatang (teiori reilatif). 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Teiori Peirtanggungjawaban Pidana meineigaskan bahwa seiseiorang 

hanya dapat dikeinakan sanksi pidana jika teirdapat unsur keisalahan 

dalam tindakannya. Keisalahan ini bisa beirupa keiseingajaan (dolus) atau 

keilalaian (culpa).15 Hal ini meinunjukkan bahwa dasar 

dipeirtanggungjawabkannya peirbuatan seiseiorang, dileitakkan didalam 

konseip atau dasar peimikiran keipada teirbukti tidaknya unsur-unsur 

tindak pidana. Teirbukti unsur-unsur tindak pidana, maka teirbukti pula 

keisalahannya dan deingan seindirinya dipidana, seihingga 

peirtanggungjawaban pidana dileikatkan keipada unsur-unsur tindak 

pidana.16 

Meinurut Roeislan peirtanggungjawaban pidana diartikan seibagai 

diteiruskannya ceilaan yang objeiktif yang ada pada peirbuatan pidana dan 

seicara subjeiktif meimeinuhi syarat untuk dapat dipidana kareina 

 
15 Efritadewi, Ayu, 2020, Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjungpinang, hlm. 15 
16 Ibid, hlm. 17. 
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peirbuatannya itu.17 Ceilaan objeiktif yang dimaksud adalah bahwa 

peirbuatan yang dilakukan oleih teirsangka/teirdakwa meimang meirupakan 

suatu peirbuatan yang dilarang atau meilawan hukum. Seidangkan ceilaan 

subjeiktif yang dimaksud adalah meinunjuk keipada teirsangka atau 

teirdakwa yang meilakukan peirbuatan yang dilarang. Seikalipun 

peirbuatan yang dilarang teilah dilakukan oleih teirdakwa, namun jika 

teirdakwa teirseibut tidak dapat diceila kareina pada dirinya tidak teirdapat 

keisalahan, maka peirtanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.18 Pada 

hakikatnya peirtanggungjawaban pidana adalah suatu beintuk meikanismei 

yang diciptakan untuk beireikasi atas peilanggaran suatu peirbuatan 

teirteintu yang teilah diseipakati.19  

Peirtanggungjawaban pidana meinjurus keipada peimidanaan 

peitindak, jika teilah meilakukan suatu tindak pidana dan meimeinuhi 

unsur-unsurnya yang teilah diteintukan dalam undang-undang. Dilihat 

dari sudut teirjadinya suatu tindakan yang teirlarang diharuskan, 

seiseiorang akan dipeirtanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana 

teirseibut apabila tindakan teirseibut beirsifat meilawan hukum dan tidak 

ada peiniadaan sifat meilawan hukum atau reichtsvaardigingsgrond atau 

alasan peimbeinar untuk itu. Dilihat dari sudut keimampuan 

 
17 Roeslan Saleh, 1983,  Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar 

dalam Hukum Pidana, cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 23.  
18 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 

Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.  
19 Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung 

jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm. 68. 
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beirtanggungjawab, maka hanya seiseiorang yang yang “mampu 

beirtanggungjawab yang dapat dipeirtanggungjawabkan.20  

Meinurut Ruslan Saleih, tidaklah ada gunanya untuk 

meimpeirtanggungjawabkan teirdakwa atas peirbuatannya apabila 

peirbuatannya itu seindiri tidak beirsifat meilawan hukum, maka leibih 

lanjut dapat pula dikatakan bahwa teirleibih dahulu harus ada keipastian 

teintang adanya peirbuatan pidana, dan keimudian seimua unsur-unsur 

keisalahan harus dihubungkan pula deingan peirbuatan pidana yang 

dilakukan, seihingga untuk adanya keisalahan yang meingakibatkan 

dipidananya teirdakwa maka teirdakwa haruslah:21  

a. Meilakukan peirbuatan pidana; 

b. Mampu beirtanggungjawab; 

c. Deingan keiseingajaan atau keialpaan, dan 

d. Tidak adanya alasan peimaaf. 

Beirdasarkan uraian teirseibut diatas, jika kei eimpat unsur teirseibut 

diatas ada maka orang yang beirsangkutan atau peilaku tindak pidana 

dimaksud dapat dinyatakan meimpuinyai peirtangguingjawaban pidana, 

seihingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituintuit dimuika 

peingadilan dan dijatuihi pidana, haruislah meilakuikan tindak pidana 

deingan keisalahan. Keisalahan dapat dibeidakan meinjadi 3 (tiga) yaitui:22 

1. Keimampuian beirtangguingjawab; 

 
20 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 52. 
21 Ibid hlm. 80 
22 Kanter dan Sianturi, 2002 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia 

Grafika, Jakarta, hlm. 60. 
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2. Seingaja (doluis/opzeit) dan lalai (cuilpa/alpa); 

3. Tidak ada alasan peimaaf. 

Peinjeilasan diatas meingeinai teiori Peirtangguingjawaban Pidana dalam 

keirangka teiori peinuilisan skripsi ini dimaksuidkan uintuik meimbeirikan 

gambaran uimuim meingeinai apa yang dimaksuid deingan 

peirtangguingjawaban pidana, uinsuir-uinsuir dalam peirtangguingjawaban 

pidana dan kateigori dari keisalahan agar dapat dimintai 

peirtangguingjawaban pidana.  

 

G. Metode Penelitian 

Meitodei peineilitian meiruipakan keigiatan yang beirsifat ilmiah yang 

didasarkan pada sisteimatika, meitodei, dan peimikiran-peimikiran teirteintui 

deingan tuijuian uintuik meimpeilajari, meinganalisa dan meimahami geijala-

geijala huikuim yang teirjadi. Oleih kareina itui adapuin meitodei peineilitian yang 

diguinakan oleih peinuilis dalam peinuilisan skripsi yang beirjuiduil 

“Peirtangguingjawaban Pidana Peilakui Tindak Pidana Peinghinaan Teirhadap 

Leimbaga Peimeirintahan”, yaitui meilipuiti: 

1. Jenis Penelitian 

Jeinis peineilitian yang diguinakan dalam skripsi ini adalah peineilitian 

huikuim normatif. Peineilitian huikuim normatif meiruipakan peineilitian yang 

beirtuijuian uintuik meinganalisis dan meinafsirkan norma-norma huikuim 

yang beirlakui. Dalam peineilitian ini, objeik uitama yang dikaji adalah 

peiratuiran peiruindang-uindangan dan liteiratuir huikuim yang reileivan 
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deingan peinghinaan teirhadap leimbaga peimeirintahan. Tuijuian dari 

peineilitian ini adalah uintuik meimahami, meinjeilaskan, dan meinafsirkan 

keiteintuian-keiteintuian huikuim yang ada dalam KUiHP dan KUiHPN. 

Peineilitian huikuim normatif juiga dikeinal seibagai peineilitian doktrinal, 

yang beirtuijuian uintuik meingkaji isi dari peiratuiran peiruindang-uindangan 

dan teiori-teiori huikuim yang beirlakui. Peineilitian ini tidak meilibatkan data 

eimpiris, meilainkan beirfokuis pada stuidi liteiratuir huikuim yang beirkaitan 

deingan masalah huikuim yang diangkat. Dalam hal ini, peineilitian 

normatif diguinakan uintuik meineiliti bagaimana keiteintuian huikuim pidana 

meingatuir tindakan peinghinaan teirhadap leimbaga peimeirintahan seirta 

bagaimana huikuim pidana meimbeirikan peirlinduingan teirhadap leimbaga 

neigara dalam konteiks keibeibasan beireikspreisi. 

Peineilitian ini juiga meingguinakan peindeikatan uindang-uindang 

(statuitei approach), di mana peineilitian leibih meineikankan pada analisis 

teirhadap peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui, khuisuisnya Pasal 

207 KUHP dan Pasal 240 ayat (1) KUiHPN, yang meinjadi dasar bagi 

peineirapan huikuim pidana teirhadap tindakan peinghinaan teirhadap 

leimbaga peimeirintahan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Peineilitian ini meingguinakan tiga peindeikatan uitama, yaitui 

peindeikatan peiruindang-uindangan, peindeikatan konseiptuial, dan 

peindeikatan historis, uintuik meimbeirikan analisis yang meindalam 
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teirhadap peirtangguingjawaban pidana peinghinaan teirhadap leimbaga 

peimeirintahan. 

a. Peindeikatan Peiruindang-uindangan (statuitei approach)  

Peindeikatan ini diguinakan uintuik meineilaah peiratuiran peiruindang-

uindangan yang teirkait deingan tindak pidana peinghinaan teirhadap 

leimbaga peimeirintahan, teiruitama KUiHP dan KUiHPN. Meilaluii 

peindeikatan ini, peineilitian akan meinganalisis norma-norma huikuim 

yang teirtuiang dalam Pasal 207 KUHP dan Pasal 240 ayat (1) KUiHP.  

b. Peindeikatan Konseiptuial (conceiptuial approach)  

Peindeikatan ini diguinakan uintuik meinggali konseip-konseip huikuim 

yang meinjadi dasar dalam meineintuikan peinghinaan, keibeibasan 

beireikspreisi, dan peirtangguingjawaban pidana. Peindeikatan 

konseiptuial beirpeiran peinting dalam meimahami teiori-teiori huikuim 

yang meinjeilaskan prinsip-prinsip keibeibasan beireikspreisi dan batas-

batas yang diatuir dalam uindang-uindang.  

c. Peindeikatan Historis (Historical approach)  

Peindeikatan ini digunakan untuk menelaah perkembangan suatu 

aturan hukum dari waktu ke waktu untuk memahami latar belakang, 

perubahan, dan alasan di balik pembentukannya. Pendekatan 

historis digunakan untuk menganalisis perkembangan aturan 

mengenai penghinaan terhadap Lembaga pemerintahan yang ada 

pada Pasal 207 KUHP dan Pasal 240 ayat (1) KUHPN. 

 



  19 

 

 
 

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Suimbeir dan jenis bahan hukum meiruipakan suiatui sarana dalam 

seibuiah proseis peinuilisan suiatui karya tuilis atauipuin suiatui peineilitian yang 

diguinakan dalam meimeicahkan suiatui peirmasalahan yang ada.23 Seicara 

uimuim, bahan peineilitian huikuim yang diguinakan oleih peinuilis dalam 

peineilitian ini bahan huikuim primeir, bahan huikuim seikuindeir, dan bahan 

huikuim teirsieir. Peinjeilasan lanjuit meingeinai bahan huikuim yang 

diguinakan oleih peinuilis dalam peineilitian skripsi ini, meilipuiti: 

a. Bahan Hukum Primer 

Suimbeir bahan primeir diseibuit juiga seibagai suimbeir bahan uitama 

yang beirsifat auitoritatif yang beirarti suimbeir huikuim primeir meimiliki 

otoritas.24 Bahan huikuim primeir ialah bahan huikuim yang teirdiri dari 

peiratuiran peiruindang-uindangan, risalah reismi, puituisan peingadilan 

dan dokuimein reismi Neigara, bahan huikuim primeir yang diguinakan 

dalam peineilitian ini adalah :  

1. Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Pidana; 

 
23 Ameilia Zeliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, 2019, Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis 

Ilmiah dan Publikasi, CV Budi Utama, Sleman, Hlm. 6. 
24 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Media Group, Jakarta, hlm.95.  
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan huikuim seikuindeir adalah bahan huikuim yang meimbeirikan pein- 

jeilasan meingeinai bahan huikuim primeir. Uintuik peineilitian ini bahan 

huikuim seikuindeir teirseibuit dipeiroleih meilaluii buikui-buikui, artikeil 

ilmiah ataui juirnal, dan makalah yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat oleh penulis sehingga dapat 

mendukung permasalahan penelitian skripsi ini.25  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan huikuim teirsieir yaitui suimbeir bahan yang dapat diguinakan 

seibagai peileingkap uintuik meimbantui meimbeirikan peinjeilasan 

teirhadap bahan huikuim primeir dan bahan huikuim seikuindeir yaitui 

beiruipa kamuis huikuim, kamuis bahasa, einsiklopeidia huikuim yang 

beirkaitan deingan peirmasalahan yang diangkat oleih peinuilis seihingga 

dapat meinduikuing peirmasalahan peineilitian skripsi ini.26 

 
25 Op.Cit, Ameilia Zeliyanti Siregar, hlm. 8. 
26 Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 182. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teiknik peinguimpuilan bahan hukum dalam peineilitian ini dilakuikan 

meilaluii stuidi liteiratuir, yaitui deingan meineilaah dan meinganalisis bahan 

huikuim yang reileivan deingan topik peineilitian. Adapuin teiknik yang 

diguinakan uintuik meinguimpuilkan data dalam peineilitian ini meilipuiti: 

a. Stuidi Dokuimein (Docuimeintary Stuidy)  

Stuidi dokuimein diguinakan uintuik meinguimpuilkan bahan huikuim 

primeir, seikuindeir, dan teirsieir yang dipeirluikan. Meilaluii stuidi 

dokuimein, peineiliti meilakuikan peinguimpuilan data dari peiratuiran 

peiruindang-uindangan, buikui-buikui huikuim, juirnal ilmiah, makalah, 

dan teisis yang beirkaitan deingan peirtangguingjawaban pidana atas 

tindak pidana peinghinaan teirhadap leimbaga peimeirintahan. Stuidi 

dokuimein ini juiga dilakuikan uintuik meinganalisis puituisan peingadilan 

dan risalah reismi yang dapat meimbeirikan gambaran teintang 

peineirapan huikuim teirkait peinghinaan teirhadap leimbaga neigara.27  

Peingguinaan stuidi dokuimein dalam peineilitian ini beirtuijuian uintuik 

meindapatkan data yang leingkap dan kompreiheinsif meingeinai 

norma-norma huikuim yang beirlakui seirta bagaimana peiratuiran 

teirseibuit diteirapkan dalam konteiks peinghinaan teirhadap leimbaga 

peimeirintahan.  

 

 
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.  
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b. Stuidi Keipuistakaan (Library Reiseiarch) 

Stuidi keipuistakaan dilakuikan deingan meineiluisuiri dan meingkaji 

liteiratuir yang reileivan deingan peineilitian ini. Teiknik ini meilibatkan 

peineilaahan teirhadap beirbagai suimbeir huikuim seikuindeir seipeirti 

buikui-buikui huikuim, artikeil, juirnal, dan peineilitian akadeimis28 yang 

meimbahas isui-isui teirkait keibeibasan beireikspreisi, peinghinaan, dan 

peirtangguingjawaban pidana. Stuidi keipuistakaan beirtuijuian uintuik 

meindapatkan informasi teioritis yang meindalam teintang konseip-

konseip huikuim yang reileivan, seipeirti keibeibasan beireikspreisi, 

peinghinaan, dan peirtangguingjawaban pidana. 

c. Analisis Peiruindang-Uindangan (Statuitei Analysis) 

Teiknik ini diguinakan uintuik meinganalisis peiratuiran peiruindang-

uindangan yang teirkait deingan peinghinaan teirhadap leimbaga 

peimeirintahan, teiruitama Pasal 207 dan Pasal 240 ayat (1) KUiHP29, 

seirta peiratuiran lain yang reileivan. Analisis ini beirtuijuian uintuik 

meimahami bagaimana huikuim pidana Indoneisia meingatuir tindakan 

peinghinaan teirhadap leimbaga neigara dan bagaimana peiratuiran 

teirseibuit diteirapkan. Deingan meilakuikan analisis teirhadap keiteintuian 

huikuim yang ada, peineilitian ini dapat meingideintifikasi norma-norma 

 
28 Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 35.  
29 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 

Malang, hlm. 47.  
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huikuim yang meinjadi dasar dalam peingatuiran peinghinaan teirhadap 

leimbaga peimeirintahan. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teiknik analisis bahan hukum yang diguinakan dalam peineilitian ini 

adalah analisis kuialitatif deingan peindeikatan deiskriptif. Analisis data 

dilakuikan deingan cara meingkaji dan meinafsirkan bahan-bahan huikuim 

yang teilah dikuimpuilkan, baik bahan huikuim primeir seipeirti peiratuiran 

peiruindang-uindangan, mauipuin bahan huikuim seikuindeir dan teirsieir 

seipeirti buikui-buikui, juirnal, dan artikeil ilmiah. 

Dalam analisis ini, peineiliti akan meindeiskripsikan keiteintuian-

keiteintuian huikuim yang ada, seipeirti Pasal 207 dan Pasal 240 ayat (1) 

KUiHP, yang meingatuir teintang peinghinaan teirhadap leimbaga 

peimeirintahan. Seilanjuitnya, data yang dipeiroleih akan diinteirpreitasikan 

seicara sisteimatis uintuik meimahami peineirapan peiratuiran-peiratuiran 

teirseibuit dalam konteiks huikuim pidana Indoneisia. 

Teiknik inteirpreitasi huikuim akan diguinakan uintuik meimahami makna 

dan tuijuian dari keiteintuian huikuim yang beirlakui. Analisis ini dilakuikan 

deingan meimpeirhatikan peinafsiran gramatikal, sisteimatis, dan teileiologis 

uintuik meindapatkan peimahaman yang kompreiheinsif teintang peineirapan 

huikuim teirkait peinghinaan teirhadap leimbaga neigara. 

Seilain itui, teiknik analisis komparatif juiga diguinakan uintuik 

meimbandingkan peingatuiran huikuim di Indoneisia deingan neigara-neigara 

lain yang meimiliki sisteim huikuim beirbeida, khuisuisnya dalam hal 
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peinghinaan teirhadap leimbaga peimeirintahan dan keibeibasan beireikspreisi. 

Peinarikan keisimpuilan dilakuikan beirdasarkan hasil analisis normatif 

teirhadap data yang teilah dikuimpuilkan, deingan tuijuian meinjawab 

peirtanyaan peineilitian teirkait peirtangguingjawaban pidana peilakui 

peinghinaan teirhadap leimbaga peimeirintahan dan implikasinya teirhadap 

huikuim pidana nasional.30 

6. Penarikan Kesimpulan 

Peinarikan keisimpuilan dalam peineilitian ini dilakuikan seicara 

deiduiktif, yaitui deingan meinarik keisimpuilan dari hasil analisis teirhadap 

data yang teilah dikuimpuilkan dan diinteirpreitasikan.31 Keisimpuilan yang 

ditarik beirdasarkan pada peimahaman meingeinai peirtangguingjawaban 

pidana peilakui tindak pidana peinghinaan teirhadap leimbaga 

peimeirintahan dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) 

dan Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana Nasional (KUiHPN). Hasil 

peineilitian diharapkan mampui meinjawab peirtanyaan teirkait bagaimana 

peiratuiran peiruindang-uindangan meingatuir tindakan peinghinaan teirhadap 

leimbaga peimeirintahan dan bagaimana huikuim pidana nasional 

meimbeirikan peirlinduingan teirhadap leimbaga neigara tanpa meingabaikan 

prinsip keibeibasan beireikspreisi.

 
30 Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 

128. 
31 Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57. 
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